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Pada hθⅡ ini κaⅡl∶s ta珥菇ai L∶了na bu∶ an Ⅲamt tahun dua Ⅱbu dua puluh (0Ⅱ ⒊2020) yang
bertanda tangan di bawah∶ ni:

△。 Nama
Alamat

Jabatan

2. Ⅱama
Alamat

Jabatan

Dm.susant∶ ,Ⅲ.AP
Komplek Perkantoran dan Pemuk∶ rnan Terpadu Pemer∶ ntah Provins∶ Kep.Bangka
BeI∶ tung Gedunε  Kantor GubeFnur Lt。 ⅡI JI.Pulau Bangka KeIurahan丿

`ir ItamKepaIa D∶ na$ Pemberdayaan Perempuan, PerIindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan s∶ p∶l dan PengendaI∶ an Penduduk KeIuarga Berencana daIarn halin∶
ber犭 ndak untuk dan atas nama D∶ nas Pemberdayaan PeFempuan,PerIindungan
Anak, κependudukan Pencatatan s∶ p∶I dan PengendaⅡ an Penduduk κeluarεa
Beren∞ na yang seIa叫 utnya d晚 but P:HA沉 PE盯AⅢA

Dasm∶nto,s.P:,Ⅲ .1:;∶

KOmplek  Perkantoran  PemeFintah  Provins:  Kepulauan  Bangka  BeⅡ tun{:∶∶
Pangkalp∶nang
Kepala D∶ nas κe丨autah dan Perikanan Prov∶ ns1KepuIauan Banε ka BeⅡ tung dalam
haI ini bert∶ ndak untuk dan atas nama D∶ nas Ke∶autan dan PeHkanan Prov∶ nsi

KepuIauan Bangka Bel∶ tung,yang seIa刂 utnya di$ebut PIHAκ  κEDu凡
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PlH^κ PE日r川ⅢA dan P∶ HAκ KEDuA yang se∶ a刂utnya secara beFsamasama d“ ebut P^RA PIH^κ ,

terlebih dahu1u meneranεkan$ebagai beⅡ kut:

土。 bahwa PIH^κ PERtAmA adaIah unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Be丨⒒ung di bidang Itependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang bertanggung jawab kepada
GuberhuF κepulauan Bangka BeⅡ tunε  yang ben呼 enang dan berke喇 :ban  meIayani

pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan (NlKl, Data κependudukan dan KTP elektronlk
kepada Iembaga penglguna, ya∶ tu Organ∶sasi Pera【lgkat Daerah Prov∶ ns∶ κepulauan Bangka

县dkung

2. bahwa PlHAK κEDVA adaIah Dinas κe丨autan dan PeFikanan Provinsi κepulauan Bangka
BeⅡtung yang rnerupakan Organisasi perangkat Daerah Proˇ insi κepulauan Banε ka BeⅡ tunε ;

Dengan memperhat∶ kan ketentuan peFaturan perundan适 g~undangan sebagai beF:kut

置Ⅱ   Undang~undang N° mor 23 Tahun 2006 tentang Adrnln∶ stras| Kependudukan (Lerη baran

Negara Repub‖ k Indonesia丁ahun2006NOmor⊥ 24,Tambahan Lembaran NegaFa RepubⅡ k

∶ndonesia NOmoF4674λ seba舀 a∶ rnana teIah diubah dengan undangˉ undang NOmor24Tahun
20±3(Lembaran Negara Repub丨 ik lndonesia Tahun20±3NOmor232,Tambahan Lembaran

"egara RepubⅡ
k lndonesia NOmor5475、

2.   Vndang~undang NOmor土 土Tahun2008tentang lnformasi dan Tran$aks∶ E∶ektronik(Lembaran

NegaFa Republik∶ ndones∶ a丁ahun2008NOmor58,TambahaⅡ Lembaran ⅡegaFa RepubⅡk

Indonesia ⅡomoF4843λ sebagaimana telah diuhah dengan undang-undallg NOmoF生 9Tahun
20上6(Lembaran Negara RepubⅡ k∶ ndones∶ a丁ahun20工6NOmor25丘,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k Indone$ia NOmor5952λ

3.   Peraturan PemeⅡ ntah Nomor37Tahun2007tentang Pelaksanaan undangˉundang Nomor
23Tahun2006tentang Adnn:n∶ strasi Kependudukan(Lembaran Negara RepubⅡ k lndonesia

Tahun 2007 NOmor 80, Tambahan Lembaran NegaFa RepubⅡ k ∶ndones∶ a Nomor 4736)

sebagaimama teIah d∶ubah dengan Peratu围 n PemeⅡ ntah Ⅱomor土o2Tahun20△ 2(Lembaran
NegaFa Repub∶ ik Indones:a Tahun20生 2Ⅱomor965,Tambahan Lembaran Negara Repub"k
Indone$ia NOmor5373λ

4.   PeFaturan PemeFintah NOmor82丁 ahun20上 2tentang Penye丨enggafaan sistern dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20置 2 Nomor ±s9. Tambahan
Lembaran Negara RepubIlk Indones∶ a NOmor5348λ

5.   Peraturan Pres∶den NOmor 26 下ahun 2009 tentang Penerapan Kaftu Tanda Penduduk
Berbasis NomorInduk Kependudukan secara Nas∶ona1,sebaε a∶ rnana teIah diubah beberapa

kaI∶,terakhir denε an Pθ raturan Presiden NOmor土 止2Tahun20止 3《Lembaran Ⅱegara RepubⅡ k

Indonesia Tahun20丘 3NOmOF257λ

6.   Peraturan MenteH DaIam Neε eH NOmor生02Tahun20生9tentang PembeⅡ an Hak Akses dan

Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan hal-ha: sebagairnana tersebut di atas, dengan ini P^RA PlHAκ sepakat untuk

membuat Pe刂 anjian κe刂asama tentanε  Pemanfaatan NOmor ∶nduk κependurdukan dan Data
Kependudukan denεan ketentuan$ebaga∶ beHkut:
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a
b

Pasal⊥

MAκsUD DAN TUJuAN

Maksud dan tujuan Pe刂 anjian Ke刂 asama ini adalah untuk mengefektifkan fungs∶ dan peran PARA
PIHAK daIarn pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan NomorInduk Kependudukan。

PasaI2
RUAⅡG LI"Gκup

Ruang:mgkup Pe刂anJian κe刂asama in∶ meⅡ put∶ ∶

Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan.
Pemanfaatan Data Kependudukan.

PasaI3
KEWAJIBAN PARA PlHAκ

(±l PIHAκ PEF诃AMA mempunyaikew刽 iban:

a.  Pemanfaatan Nomorlnduk Kependudukan:

memfasⅡ itasi pemberian NomoF lnduk Kependudukan kepada plHAκ  κEDVA dan
memberi  tanda  pada  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 amin
ketunggalannya;dan

memberikan birnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang irnpIementasi
kewa刂 iban PIHAκ κEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kopendudukan daIam
|ayanan P:HAκ  κEDuA atas b∶ aya PIHAK KEDUA。

b.  Pemanfaatan Data κependudukan:

生.  memfasⅡ itasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PⅡ 刂Aκ κEDuA sesuai
dengan kebutuhan,yang d∶ k。j∶ oleh T∶ Fn Tekn∶ s da"PARA PlHAκ untuk rnendapatkan
persetl刂uan P【HAK PERTAMA atas nama Gubernur KepuIauan Bangka BeIitung;

2. menyed:akan jaringan k° munikas:data da"PlHAK PER叮 AMA kepada PIHAκ κEDuA
untuk⊥ (satu)titik atas biaya PIHAκ  κEDuA;

3.  memfasilkasi pemberian birnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang
irnplementasi pemanfaatan Data κependudukan OIeh PIHAκ  PERTAMA kepada
PIHAκ KEDUA;dan

4,  me刂aga kerahasiaan, keutuhan9 dan kebenaran data yang diperoIeh dan diakses
dar∶ PIHAκ KEDVA WalaupunJangka waktu Pe刂 anjian κe刂asama initelah berakhir。

(2) P1HAκ  κEDuA mempunya∶ kew刽 iban:

a.  Pemanfaatan Nomor丨 nduk κependudukan:

mencant"mkan Nomor Induk κependudukan yang sudah d刂 arnin ketunggaIan"ya
daIan1seuap layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA daIam memberikan pelayanan
kepada pubⅡ k;dan

menyediakan perangkat dan tenaga teknis $erta anggaran untuk peIaksanaan
birnbingan teknis dan pendampinε an teknis guna kelancaFan irnpIementas∶
kew臼刂iban P:HAK κEDuA untuk rnencantumkan NomorInduk Kependudukan dalam
丨ayanan PIHAκ KEDuA.

⊥。

2.

丘。
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b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

⊥.  me刂arnin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PlHAK
PERtAMA WaIaupunjangka waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama initelah berakhir;

2.  menyediakan  perangⅡat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
κependudukan;

3.menu刂 uk secara tertuIo⊥ (satu)orang p丬abat tetap di PIHAκ κEDuA sebaga∶  v/
penge丨°Ia hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK
κEDUA;

/· 深摅 :|丨 |I∶∶∶i丨{|°
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pengelola hak akses;

5.menyiapkan dukungan anggaran untuk jaHngan k°munikao data da"PⅢAKˇ/
PERtAMA kepada PIHAκ KEDuA untuk⊥ (satu)titik;

黜镪胃r:芗{嗯∷:鬻涨芦:∶古￥昃f;F品:箝弼扌扌帚多糨 :品是播:拄l叫拶女v
κEDuA sesuai kebutuhan;

menyediakan anggaran untuk peIaksanaan b∶ rnb∶ ngan teknis dan pendampingan
teknis tentang ∶rnpIementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data 、

peroFangan yang dikelola oleh PIHAK κEDuA yang sudah d"engkapi dan dibers∶ hkan
oleh PlHAκ  PERTAMA;dan

memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  PERtAMA untuk rnenarik data
yanε dirniIiki PlHAK KEDUA εuna meIengkapI database kependudukan mⅡ ik PIHAK

PE盯AMA。

Pasa14
HAK PARA PIHAκ

PlHAK PE盯 AMA mempunyaihak:

a.  Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan:

Mengawasi ρeIaksonaan kew。Jban P1HAK KEDUA untuk【 ηencantumkan Nomor Induk
κependudukan dalam layanan yang dkerbitkan PIHAK KEDUA。

b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

⊥。  memberikan perset刂 uan terhadap usu丨an PIHAK κEDuA tentang pengelOIa hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2。  mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;dan

3.  mendapatkan hak aksθ s$ecara terbatas daH PIHAK KEDuA untuk pengkinian data
yang dirn"iki o丨 eh PIHAκ κEDuA guna meIengkapi data0ase kependudukan secara
nasiona1.

PIHAκ KEDUA mempunyaihak:

a.  Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan:

生。  mendapatkan Nomorlnduk Kependudukan yang telah d刂 arnin ketunggaIannya untuk
seluruh penggunaan Iayanan yang diseIenggarakan oleh PIHAκ KEDUA;dan

2.  mendapatkan birnbingan tekn∶ $ dan pendampingan teknis tentang irnpIementasi
kewajIban PIHAκ  KEDuA untuk mencantumkan NomoF lnduk Kependudukan yanε
te丨ah d刂arnin ketunggaIannya dalam layanan yang diterbitkan PIHAK KEDuA.

6.

7.

8.

(⊥)

(2)
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b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

土。 mendapatkan hak akses Data κependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan
dengan persetuJuan terIebih dahuIu daH PIH^Ⅱ  PεRTAmA;dan

2.  mendapatkan b∶ rnb∶ngan teknis dan pendampingan tekn∶s tentang irnp丨 ementasi
penggunaan hak akses Data κependudukan‘

·                 Pasa【 5
EvALuAsI D^Ⅱ  PELAPORAⅡ

(臼 HHAk KEDuA berkew刽 山an mernbu荻 h黜
絮 ‰ EHⅨ⒘:t:筵m翌 r古e搔滗

、、/p Kependudukan dan Data 
κependudukan peFl

dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAκ PERt^ⅢA dengan ternbusan

D∶rektuFJendeFal κependudukan dan Pencat¤ tan sip∶l dan Gubernur。

(2)  P:HAK PERtAⅢ A meIakukan evaluas∶ pemanfaatan NOmor|tlduk Kependudukan dan Data
Kependudukan seCara berkala atas Iaporan P∶ HAκ κEDl,A sebagaimana dirnaksud pada ayat
(土

)。

(3)  PIHAK PERt^"A dapat rneIakukan evaIuasi pemanfaatan Nomor Induk κep仓ndudukan dan
Data κependudukan sewaktu-waktu“

(4)  Has∶ l evaIuas∶ sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(2)d∶ laporkan kepada Gubernur dengan

tembusan MenteH Dalam ⅡegeⅡ me∶ a:u∶ D:rektur JenderaI Kependudukan dan Pencatatan

s∶ pilⅡ

Pasa16
JAⅡGκ

^WA盯
u

Pe刂anj∶ an Ke刂asama ∶n∶ muIa∶ berIaku 蝴 ak d∶tandatanganinya Pe刂 anJ∶ an Ke刂asama ∶ni o丨eh

PARA PIHAκ sampai dengan tangga丨 5Maret2025dan dapat d∶ perpa刂 ang atas perset刂 uan P^RA
PIH^κ .

Pan∶ 7
κEADAAⅡ  ⅡEⅢAmAfmRcE mAJEuR9

Apabila te刂 adi  haI-ha|  di  丨uar kekuasaan  PARA PIHAK atau  keadaan  memaksa,
dapatdⅡ akukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anjian Ke刂 asama atas perset刂 uan P^RA P∶HAκ。

κeadaan memaksa sebagaiFnana d:rnaksud pada ayat (工λ adalah adanya keb刂akan
pemer:ntah yang mengakibatkan 刂dak dapat d∶ Ia耐utkannya pelaksanaan Pe刂 anJ1an

KerJasama∶ ni dan apabⅡ a te刂 ad∶ halˉhal diIuar kekuasaan PARA PIHAκⅡ

PasaI8
BER^KH1RmYA PERJAⅡ JⅡAⅡ κERJAsAmA

Pe刂anJ∶ an κe刂asama berakhir apabⅡ a:

a。  jangka waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama teIah seIesai;atau

b‘  atas kesepakatan PARA PIHAκ  untuk rnengakhiri ke刂 asama sebeIum jangka waktu Pe刂 an刂:an

Ke刂asama berakhiru

△
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(⊥) ApabⅡa dikemudian hari
Pe刂 anjian Ke刂 asama ini

PasaI9
PENΥELEsAIAN PERsELIsIHAN

tIrnbul perrηa$aIahan daIam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan
antara PARA PIHAκ  akan diselesaikan secara musyawarah untuk

mufakat,

(2) DaIam haI musyawarah dan mufakat sebagairnana dirnaksud pada ayat(⊥ )tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesua∶ dengan peraturan perundang~undangan.

PasaI土o
LAIN¨ LAIN

DaIam haI d∶ perIukan adanya penambahan atau pengurangan mateⅡ  Pe刂 anj:an κe刂asama
ini,maka dapat dⅡakukan perubahan atas persetuJuan PARA P∶ HAκ .

Perubahan sebaga:Fnana difηaksud pada ayat (nl d“ uangkan da丨 an1 ^JdemdⅡm yang
merupakan bagian yang tidak terpIsahkan dari Pe刂 anJIan κerJasama ini.

Ketentuanˉketentuan yang bersrat teknis dan operasiona| dalam peIaksanaan Pe刂 anJian

Ke刂asama∶ni akan disusun daIanl standaFd operasionaI dan PFOsedur(sOP).

Pasal土土

PENuTuP

DernikianPe刂anJian Ke刂 asama in∶ dibuat dalann Fangkap2(dua),masingˉ rnasing dibubuhi rnaterai

cukup dan rnempunyai kekuatan hukum yang sama seteIah ditandatangani PARA PlHAκ。

(生)

(2)

(3)
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